INTISARI

Secara umum penelitian ini membahas mengenai masalah Penggunaan dan
Pengendalian terhadap dana otonomi khusus di Provinsi X Khususnya di Kabupaten Y.
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Penggunaan dan Pengendalian
Terhadap dana otonomi khusus sehingga dana otonomi khusus ini dapat digunakan
semaksimal mungkin dan masyarakat Provinsi X dapat merasakan manfaatnya. Hal ini
dilatar belakangi oleh penggunaan terhadap dana otonomi khusus yang kurang maksimal
maupun tidak adanya pengendalian terhadap dana otonomi khusus yang dilakukan
Pemerintah Provinsi X. Agar pembangunan lebih maju maka dana otonomi khusus ini
diperlukan suatu system pengendalian yang jelas sehingga kedepannya dalam
pengimplementasianya dana otonomi khusus ini dapat memajukan infrastruktur maupun
pembangunan yang ada di Kabupaten Y Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif
yang dimana mengambarkan dan memberikan penjelasan berdasarkan objektif
berdasarkan keadaan sebenarnya yang bersumber dari objek yang diteliti. Untuk
memperolen data , peneliti melakukan wawancara dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Y dan Dewan Adat Provinsi X cabang Kabupaten Y.
Selain itu peneliti melakukan Observasi atau pengamatan secara langsung serta malkukan
dokumentasi.

Berdasarkan hasil Penelitian yang ditemukan oleh penulis bahwa dalam proses
penggunaan dana otonomi khusus yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Y kurang
tepat sasaran sehingga banyak kegiatan atau program yang dilaksanakan tidak maksimal
sehingga memperlambat pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Y. Hal ini
dikarenakan adanya hambatan- hambatan dalam pproses penggunaan maupun
pengendalian terhadap dana otonomi khusus ini. Adapun Upaya yang sebaiknya
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi X adalah memberikah Arahan Kepada Kabupaten
atau Kota untuk mengikuti Prosedur Penggunaan dana otonomi Khusus sesuai Peraturan
Gubernur yang berlaku selin itu juga membuat sebuah Sistem pengendalian Terhadap
dana otonomi khusus ini sehingga tidak salah digunakan.
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ABSTRACT

In general, this study discusses the issue of Use and Control of special autonomy
funds in Province X, especially in District Y. The problem discussed in this study is the
use and control of special autonomy funds so that this special autonomy fund can be used
to the maximum extent possible and People in Province X can benefit. This is motivated
by the use of special autonomy funds that are not optimal and there is no control over
special autonomy funds carried out by the Government of Province X. In order for
development to be more advanced, this special autonomy fund needed a clear control
system so that in the future the implementation of this special autonomy fund could
advance infrastructure and development in District Y. This study uses Qualitative
Descriptive which describes and provides objective explanations based on actual
conditions derived from the object under study. To obtain data, the researcher conducted
an interview with the District Y Regional Development Planning Agency and theDistrict
Y branch of the Province X Customary Council. In addition, researchers conduct
observations or observations directly and do documentation.

Based on the results of the study found by the authors that in the process of using
the special autonomy funds used by the District YRegency government it was not well
targeted so that many activities or programs implemented were not optimal so that it
slowed the development in the District Y Government. This is due to the obstacles in the
process of using and controlling this special autonomy fund. The efforts that should be
carried out by the X Provincial Government are to marry a Directive to the District or
City to follow the Procedure The use of Special autonomy funds in accordance with the
Governor's Regulations that apply also makes a Control System for this special autonomy
fund so that it is not used incorrectly.
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